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KOMUNIKASI @ 2014 :
DASAR PEMIKIRAN
MENGAPA 2014? 
Tahun 2014 merupakan pusat perhatian kehidupan nasional dewasa ini. Hampir semua media 
dan kegiatan komunikasi di semua bidang – politik, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan, 
kebudayaan, bahkan hiburan – hampir tidak bisa sama sekali melepaskan diri dari keterkaitan (paling 
tidak pengkait-kaitan) dengan langkah-langkah menghadapi Pemilihan Umum 2014. Peristiwa ini 
bukan saja dilihat sebagai penentuan orang-orang yang akan menjadi presiden dan legislator untuk 
lima tahun (2014 - 2019). Namun lebih jauh lagi : apakah akan dapat meletakkan dasar perubahan 
(transformasi) yang kuat bagi masa depan tanpa segala kekurangan, kegagalan, ketidakadilan, dan 
kepentingan yang terjadi selama ini.
MENGAPA KOMUNIKASI?
Pertarungan untuk memenangi ke dua lembaga tertinggi negara itu sudah dirasakan secara sengit sejak 
jauh hari, dengan mempergunakan segala cara dalam komunikasi. Baik yang terbuka atau tertutup, 
adu argumen atau kegiatan, pencitraan positif maupun perusakan citra, berbagai macam ragam 
jajak pendapat, baik yang representatif, manipulatif, ataupun yang misinterpretatif. Bagaimanapun, 
tidak ada strategi ataupun langkah taktis dalam kegiatan pemilu, yang tidak mengandalkan tindakan 
komunikasi, termasuk kesengajaan untuk tidak berkomunikasi pada saat tertentu. Oleh karena itu, 
seluruh manusia komunikasi Indonesia - baik yang ilmuwan, peneliti, pengamat, pengajar, analis, 
perencana, praktisi atau pelaksana, di kalangan khalayak ataupun di media, dan sebagainya - sangat 
berminat mengikuti perkembangan 2014 ini dengan seksama. 
Minat itu meningkat dalam menghadapi 2014 ini, mengingat dinamika perkembangan dunia 
komunikasi yang sangat pesat, dipacu percepatan teknologi yang terus menerus. 
Tema pokok dari Seminar Nasional ini adalah Komunikasi dan Pemilihan Umum 2014: 
Persiapan, Pelaksanaan, dan Masa Depan. Inti paparan adalah masalah strategis komunikasi yang 
potensial dapat terjadi terkait dengan pemilu (baik yang kini telah dapat diamati, hal yang dapat 
terjadi dan perlu diawasi atau “didahului” dengan langkah pencegahan, maupun dampak positif 
untuk masa depan yang perlu menjadi perhatian). Tema pokok ini dijabarkan dalam 4 sub tema sbb :
1) Komunikasi & Pendapat Umum 
Membahas perkembangan teori pendapat umum dan pengaruhnya dalam proses demokrasi 
seperti Pemilu, termasuk teknik, metodologi yang dipergunakan, quick count, electability/
popularity. Juga implikasi dan pengaruhnya terhadap pemilih yang sesungguhnya; etik 
dari penyelenggara survey, dsb. Sub-topik ini penting karena di Indonesia telah dianggap 
sebagai keharusan dan kebenaran, sehingga ada organisasi polling yang bertindak sebagai 
konsultan untuk memenangi Pemilu.
2) Komunikasi & Issue Krusial. 
Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam Pemilu di sebuah negara demokrasi 
seharusnya adalah sikap, pendirian atau komitmen seorang calon terhadap suatu issue. Sikap 
inilah yang dapat meyakinkan pemilih bahwa calon akan betul-betul memperjuangkan 
kepentingan rakyat jika menang Pemilu. Apa lagi jika tidak ada acuan yang harus dilakukan, 
seperti GBHN atau Platform yang diputuskan bersama. Padahal banyak masalah berat 
yang sekarang muncul karena tidak ada komitmen dan pendirian calon, antara lain soal 
korupsi (misal hukuman pencabutan hak politik, dsb.), pengaturan rokok, impor pangan, 
soal etnisitas dan keyakinan beragama, perda syariah, rokok dan kesehatan, konsentrasi 
kepemilikan televisi, hak perempuan dan anak, dsb.,
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3) Komunikasi & Kepemimpinan 
Bagaimana proses pembentukan kepemimpinan melalui komunikasi ? Benarkah 
pencitraan kepada publik (seperti iklan, poster, dsb.) dapat membentuk pemimpin yang 
pantas dipilih? Percayakah publik kepada pencitraan seperti itu, tanpa rekam jejak prestasi 
yang sesungguhnya ? Apa yang dapat dijadikan acuan bagi pemilih yang selama ini tidak 
mengenal calon, apa lagi Capres yang tinggal di pusat dan tidak pernah turun ke bawah? 
Apa peranan dari berbagai mekanisme yang dibuat untuk menjadikan seorang “pemimpin” 
patut dipilih, seperti Konvensi, Rapat Kerja Nasional, dsb? Apa kriteria orang yang pantas 
jadi Presiden ? Kampanye anti calon, sering menonjolkan kekurangan seorang calon yang 
tidak disukai; apakah ini efektif ? 
4) Komunikasi Media & Pengaruh (Media Massa vs. Media Sosial).
Akhir-akhir ini banyak pendapat, bahwa yang menentukan keputusan memilih oleh para 
pemilih adalah pengaruh media yang sangat besar. Dengan luasnya penggunaan teknologi 
baru (handphone, Ipad, tablets, laptop, dsb.) muncul pula Media Baru dan Media Sosial 
(Facebook, Twitter). Media yang mana yang sebenarnya lebih berpengaruh ? Khusus media 
massa: koran, TV, media daerah ? Bagaimana pula etik komunikasi dan aturan Pemilu bagi 
calon yang menjadi pemilik media sehingga dapat memonopoli informasi ?




Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya 
sehingga prosiding Seminar Besar Nasional Komunikasi dengan tema “Komunikasi dan Pemilu 
2014 : Persiapan, Pelaksanaan, dan Masa Depan” dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Sarjana 
Komunikasi Indonesia (ISKI) ke 30 dan kongres ke VI ISKI dapat diterbitkan.  
Tujuan diselenggarakan Seminar Besar Nasional Komunikasi adalah 1) membahas, menguji serta 
memaparkan berbagai permasalahan komunikasi nasional Indonesia yang berhubungan dengan 
Pemilihan Umum 2014; dan 2) mengemukakan segi-segi yang perlu diperhatikan serta diperbaiki, 
agar Pemilu 2014 dapat terlaksana sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa. Ini adalah kesempatan 
yang luar biasa dan langka untuk meningkatkan dan menguji kemampuan, serta memperdalam ilmu 
pengetahuan komunikasi yang membumi dalam konteks Indonesia. Seminar yang diselenggarakan 
oleh Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dirancang khusus guna mewadahi keperluan 
tersebut.
Prosiding ini merupakan sumbangan insan komunikasi bagi Indonesia. Pemaparan topik/tema 
dan permasalahan komunikasi nasional Indonesia yang dibahas dalam Seminar Besar Nasional 
Komunikasi mempunyai relevansi yang tinggi untuk diteruskan kepada berbagai pihak yang 
berwewenang dan disebarluaskan kepada masyarakat. 
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung 
penyelenggaraan Seminar Besar Nasional Komunikasi dan penerbitan prosiding ini. Kami berharap 
kegiatan dan prosiding ini memberikan manfaat bagi masyarakat komunikasi Indonesia.
Jakarta, 13 November 2013
Panitia Seminar Besar Nasional Komunikasi
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MEWASPADAI KOMODITAS POLITIK 
PEMILIK MEDIA PRA PEMILU 2014
Gushevinalti
Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu
gushevinalti@yahoo.com
ABSTRAK
Dalam perspektif demokratisasi media, seharusnya media mendukung terwujudnya public sphere 
karena akan memberikan arena untuk perdebatan (diskusi) politik, sehingga diskusi tentang free 
press masih tetap berlangsung, agar dapat menyuplai informasi dan merefleksikan opini yang 
sebenarnya dan diharapkan dapat membantu perkembangan demokrasi. Mewaspadai pemilik media 
menjadi isu strategis pra pemilu 2014 yang beberapa bulan lagi akan menjadi tonggak sejarah baru 
bagi bangsa Indonesia. Kewaspadaan yang harus dimiliki terkait dengan praktik commodification 
of media mengarah pada konglomerasi media. Para pemilik media yang berkepentingan dalam 
pemilu atau calon presiden-dan wakil presiden mulai tebar pesona dan membangun brand image 
dengan memanfaatkan media milik mereka sendiri. Idealnya, sebuah media harus mampu menjaga 
objektivitas media melalui tayangannya termasuk iklan politik pra pemilu 2014. Di Indonesia kini, 
teori ekonomi media sudah terbukti benar karena melahirkan para konglomerat media dan para 
pemilik media massa itu sudah banyak yang menjadi pejabat eksekutif. Dalam makalah ini, media 
yang akan dibahas adalah Metro TV, MNC Grup, TV One, serta media lokal di Bengkulu yaitu Harian 
Rakyat Bengkulu dan RBTV. Kesemua media tersebut di duga telah dimanfaatkan pemilik media 
untuk melakukan afiliasi pra pemilu 2014. Mencoloknya pemanfaatan media media terutama media 
penyiaran televisi untuk kepentingan politik tertentu ini menjadi faktor yang paling mendorong 
terbentuknya media sebagai rezim baru dalam kehidupan media yang dipandang “seolah-olah 
demokratis”. Alasannya adalah karena pemilik media yang juga praktisi partai politik menggunakan 
isu publik sebagai komoditas ekonomi sekaligus komoditas politik.
Kata kunci : komoditas politik, konglomerasi media, pra pemilu 2014, brand image politik
 




Era konvergensi media yang melahirkan para kongomerat media menyebabkan terjadinya pemusatan 
kepemilikan media massa, dan timbulnya tarik ulur antara idealisme pers, kepentingan bisnis dan 
kepentingan politik. Industri media massa di Indonesia kini dikendalikan sejumlah pemilik modal 
yang terkonsentrasi, yang mengarah ke oligopoli media, bahkan monopoli kepemilikan media 
(Supadiyanto, 2013). 
Jelaslah adanya oligopoli media, yang mengarahkan terciptanya monopoli media massa mengancam 
hak publik dalam mengakses informasi, sebab perusahaan media massa dikendalikan para pemilik 
modal dan digunakan untuk mengeruk keuntungan. Tentunya media masssa menjadi lahan bisnis 
yang sangat menguntungkan bagi mereka yang mencari kekuasaan. Hal ini terutama terjadi dengan 
sejumlah pemilik media yang erat terhubung ke politik. Sebagai contoh sederhana, Aburizal Bakrie 
(pemilik Visi Media Asia yang sekaligus menjadi Ketua Umum Partai Golkar), Surya Paloh (pemilik 
Media Group dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat), Harry Tanoesoedibjo (pemilik MNC 
Group dan sekaligus politikus Partai Hanura, sebelumnya pernah bergabung dengan Partai Nasional 
Demokrat), Dahlan Iskan (bos Jawa Pos Group sekaligus pejabat pemerintah yang kini menjadi 
Menteri BUMN). Sehingga munculnya persepsi publik yang menguatkan bahwa kepentingan para 
pemilik media mengancam hak warga dalam memperoleh informasi yang jujur dan netral, karena 
para pengusaha media menggunakan media sebagai alat kampanye politik untuk memengaruhi opini 
publik. Singkatnya, media telah menjadi sebuah mekanisme sistematik bagi para pengusaha dan 
politikus dalam menyampaikan kepentingan mereka sambil mendapatkan keuntungan dari bisnis. 
Dengan demikian, akan terjadi kompetisi bisnis sekaligus kompetisi politik, sebab para pengusaha 
media tersebut juga merangkap profesi sebagai politikus, yang berkeinginan kuat menjadi pejabat 
negara di berbagai lembaga eksekutif maupun legislatif. 
KAJIAN TEORITIS
Pendekatan ekonomi politik media berpendapat isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan 
ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. Faktor seperti pemilik media, modal, dan pendapatan 
media dianggap lebih menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor inilah yang menentukan 
peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan, serta kearah mana 
kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan (Sudibyo, 2001: 2). Dalam pendekatan 
politik ekonomi media, kepemilikan media (media ownership) mempunyai arti penting untuk 
melihat peran, ideologi, konten media dan efek yang ditimbulkan media kepada masyarakat. 
Jika demikian, maka kekuasaan pemilik media, meski secara etik dibatasi dan secara normatif 
disangkal, bukan saja memberi pengaruh pada konten media, namun juga memberikan implikasi 
logis kepada masyarakat selaku audiens. Pemberitaan media menjadi tidak bebas, muatannya kerap 
memperhitungkan aspek pasar dan politik. Dasar dari kehidupan sosial adalah ekonomi. Maka 
pendekatan ‘ekonomi politik’ merupakan cara pandang yang dapat membongkar dasar atas sesuatu 
masalah yang tampak pada permukaan. (Mosco, 2009)
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Komodifikasi menurut Mosco (2009) merupakan suatu proses transformasi hal yang bernilai untuk 
dijadikan produk yang dapat dijual. Dalam studi media massa, penerapan pendekatan ekonomi 
politik memiliki tiga konsep awal, yaitu: komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Komodifikasi 
adalah upaya mengubah apapun menjadi komoditas atau barang dagangan sebagai alat mendapatkan 
keuntungan. Dalam media massa tiga hal yang saling terkait adalah: isi media, jumlah audiens dan 
iklan. Berita atau isi media adalah komoditas untuk menaikkan jumlah audiens atau oplah. Jumlah 
audiens atau oplah juga merupakan komoditas yang dapat dijual pada pengiklan.
Akhirnya, komodifikasi dan spasialisasi dalam media massa menghasilkan strukturasi atau 
menyeragaman ideologi secara terstruktur. Korporasi dan besarnya media akan menimbulkan 
penyeragaman isi berita dimana penyeragaman ideologi tak akan bisa dihindari. Dengan kata lain, 
media dapat digunakan untuk menyampaikan ideologi pemiliknya. Meskipun ekonomi politik yang 
berpusat pada aktivitas media sebagai sebuah proses yang mengarah pada komoditas (produk media 
atau konten), terdapat varian pendekatan ekonomi politik yang menyarakan bahwa produk media 
adalah khalayak. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mereka menyampaikan perhatian khalayak 
kepada pengiklan dan membentuk perilaku mereka dengan cara tertentu (Mc Quail, 2011: 106)
 
HASIL ANALISIS DAN DISKUSI
Politisi media merupakan sebuah keprihatinan bagi seluruh masyarakat Indonesia apalagi mengingat 
tingkat kedewasaan masyarakat Indonesia masih kurang dalam menghadapi isu media. Media 
sebagai institusi hadir dan bergerak dalam ranah publik (public sphere), oleh karenanya keberadaan 
media seharusnya tidak lepas dari kepentingan publiknya itu sendiri. Segala kepentingan di luar 
publiknya terutama yang dominan dapat mendistorsi proses komunikasi sehingga publik teralienasi 
dari kepentingannya sendiri dan terciptalah kesadaran palsu (Maryani, 2011 : 41). 
Berbagai modus dilakukan para politisi sebagai pemilik media tersebut. Antara lain melalui 
tayangan iklan layanan masyarakat, iklan politik, liputan kegiatan, dan pembingkaian dalam siaran 
pemberitaan. Upaya pembingkaian berita, misalnya, dilakukan dengan cara menumbuhkan citra 
positif partai atau pribadi dan kritik yang berlebihan terhadap pemerintahan. Akibatnya dapat 
dipastikan, berbagai propaganda sangat mungkin dilakukan dalam rangka meningkatkan elektabilitas 
calon yang didukung oleh sebuah media baik itu dengan mendiskreditkan pemerintahan untuk 
menarik simpati masyarakat atau bahkan “black campaign” untuk menjatuhkan calon-calon lain.
Bagi Aburizal Bakrie (ARB) mengiklankan dirinya sebagai capres bukanlah hal yang sulit. Sebagai 
pemilik dua stasiun TV nasional (TV One dan Antv), dia tinggal memilih pada saat kapan saja 
tampil. Iklan politik yang banyak diputar di TV One, adalah iklan Capres ARB tentang ayahnya. 
Dikatakannya, Achmad Bakrie (1916-1988) adalah seorang pengusaha Indonesia, yang hanya 
anak petani dan hanya tamatan SD. Meski hanya tamatan SD, Achmad Bakrie bisa menciptakan 
lapangan kerja untuk puluhan ribu orang. Logika komunikasi yang hendak dibangun ARB pada 
iklan politiknya sebagai berikut: kalau hanya anak petani dan hanya tamatan SD saja bisa sesukses 
itu, masa iya “kalian” yang lulusan SMK (dan bukan anak petani) tidak bisa melakukan lebih baik? 
Achmad Bakrie adalah orang hebat. Orang hebat, melahirkan anak yang hebat (yakni ARB), yang 
pantas sebagai capres. 
Partai Nasional Demokrat dan Ketua Umumnya, Surya Paloh, berulang kali muncul di Metro TV. 
Menurut data Komisi Penyiaran Indonesia, iklan Partai NasDem dan Surya Paloh tampil 31 kali 
di Metro TV pada periode 6-30 April 2013. Pemberitaan tentang NasDem pada bulan yang sama 
ditampilkan 20 kali. Surya Paloh adalah pemilik Metro TV.
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KPI menerima banyak pengaduan terkait dengan iklan televisi yang menampilkan para pemilik 
televisi yang juga politikus. Mereka menunggangi medianya untuk kepentingan politik sendiri 
menjelang pemilihan legislatif dan presiden 2014. Terkait dengan iklan kampanye terselubung, 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah pernah memanggil stasiun televisi yang terafiliasi dengan 
partai politik (Hutabarat, 2013))
 Sejak terjun ke dunia politik, Hary Tanoe rajin memproklamasikan dirinya lewat media- media yang 
dikuasainya. Dengan kekayaan yang dimilikinya sangat mudah baginya “memilih” parpol untuk 
menancapkan superioritasnya di dunia politik. Setelah berselisih dengan Surya Paloh di Nasdem, 
Hary Tanoe memutuskan Hanura sebagai kendaraan politiknya bersama Wiranto.
Bila dicermati, sepertinya ada keuntungan simbiosis antara Hanura dan Hary Tanoe. Hary Tanoe 
terus dimanfaatkan Hanura untuk meningkatkan elektabilitas partai lewat iklan- iklan politik di 
televisi- televisi yang dimiliki MNC grup. Sadar tidak cukup sebagai cawapres Hanura, Hary Tanoe 
kembali melakukan gerakan bawah tanah supaya dipilih oleh masyarakat pada pemilu mendatang. 
Hary Tanoe dengan organisasi sosialnya yaitu Perindo banyak melakukan aksi sosial bagi kaum 
miskin di negeri ini. Kita bisa melihat beberapa iklan televisi di MNC grup yang sering menampilkan 
aksi sinterklas Hary Tanoe. Belum selesai sampai disitu, Hary Tanoe dengan MNC grupnya menarik 
simpati para pencinta sepak bola di tanah air. Kedatangan Belanda dan Arsenal (mungkin juga 
Chelsea dan Liverpool) ke Indonesia juga bermuatan politik. Salah satu televisi yang dimilikinya 
menjadi promotor untuk menyiarkan siaran sepakbola secara live kepada para penggemar sepakbola. 
Kehadirannya di stadion GBK sangat kuat mengindikasikan untuk memantapkan dirinya di kancah 
politik menjelang pemilu ( Rianto, 2013)
 Tidak jauh berbeda dengan politisasi media nasional di Bengkulu tidak asing lagi sosok Dahlan Iskan 
sebagai salah satu peserta konvensi partai Demoktrat sangat dikagumi oleh masyarakat Bengkulu. 
Terlepas sosok Dahlan Iskan yang terkenal low profile, barangkali konstruksi dirinya di media lokal 
Bengkulu dalam Grup Jawa Post yaitu Harian Rakyat Bengkulu dan Rakyat Bengkulu Televisi 
(RBTV) membuat masyarakat sangat terkesan dengan pribadinya. Jawa Pos, selain menguasai 51 
TV lokal juga memiliki 151 koran di seluruh Indonesia. Pada konteks konglomerasi, Dahlan Iskan 
sebagai  bos Jawa Post Grup sering ditampilkan dalam media cetak dan media televisi di masyarakat 
Bengkulu. Acara HUT HRB ke 12 pada 1 September 2013 tersebut di-launching DI Style yaitu 
senam ala Dahlan Iskan  (DI) yang di ikuti oleh ratusan grup pesenam lokal. Lalu, dengan ide kreatif 
pihak manajemen, semua kegiatan-kegiatan DI Style yang dilakukan Dahlan Iskan sendiri di buka 
untuk umum untuk mengikuti lomba fotografi yang bermuatan gerakan-gerakan Dahlan Iskan ketika 
senam tentu saja dengan hadiah yang menarik. 
Konstruksi sosok Dahlan Iskan tidak hanya pada media cetak di Bengkulu, namun juga media 
elektronik yaitu televisi lokal milik Jawa Post yaitu Rakyat Bengkulu televisi. Pada media RBTV, 
terdapat Kuis DI, yaitu sebuah kuis yang berisi pertanyaan ringan menyangkut sosok Dahlan Iskan. 
Lalu setelah pemirsa menjawab kuis, gambar Dahlan Iskan dimunculkan sebagai penentu jawaban 
yang salah atau benar. Kondisi ini menurut penulis, rangkaian konstruksi media lokal tentang sosok 
Dahlan Iskan yang merupakan Calon Presiden Partai Demokrat tahun 2014, memanfaatkan media 
miliknya juga untuk membangun brand image pada masyarakat Bengkulu.
Akuntabilitas publik juga merupakan hal yang penting bagi media massa.  Harus disadari bahwa 
frekuensi yang digunakan oleh media massa terutama media elektronik merupakan barang publik 
yang dipinjam oleh karenanya penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik 
dan memberikan manfaat kepada publik.  Kebermanfaatan media massa bagi publik ini menyangkut 
fungsi penting media massa baik dalam akses informasi, hiburan, edukasi maupun pengawasan 
sosial terhadap jalannya kekuasaan.  Karena itu, penegasan netralitas dan akuntabilitas publik bagi 
media massa tentu harus dirumuskan secara tegas, termasuk muatan sangsi atas pelanggarananya 
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dalam aturan penyelenggaraan kampanye sehingga setiap partai politik memiliki kesempatan yang 
sama untuk memanfaatkan media massa, sekaligus mencegah terjadinya monopoli dan hegemoni 
informasi oleh segelintir elit maupun kekuatan politik tertentu.  Tanpa netralitas dan akuntabilitas 
publik media massa, niscaya konglomerasi media massa akan menjadi ancaman bagi demokratisasi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari paparan di atas, sudah jelas terlihat bahwa telah terjadi komodifikasi media oleh pemiliknya/
politikus yaitu MNC Grup milik Harry Tanoesoedibjo (HT), TV one dan ANTV milik Aburizal 
Bakrie (AB), Metro TV milik Surya Paloh (SP) serta Jawa pos grup milik Dahlan Iskan (DI). Semua 
pemilik media massa tersebut memiliki kepentingan sebagai calon presiden RI pada pemilu 2014 
yang akan datang. Media massa seharusnya ‘serve’ atau melayani warga negara dan bukannya 
menjadikan target politik potensial dengan dalih mengikuti mekanisme pasar dan perkembangan 
teknologi penyiaran. di Indonesia menjelang Pemilu 2014 mementingkan kepentingan organisasinya 
demi meraih kedudukan dan hierarki yang tinggi. Hal ini menuntut masyarakat Indonesia untuk 
lebih jeliatau waspada dalam menerima informasi apalagi informasi tersebut berbau politik. 
Terkait hal ini, dalam makalah ini penulis mendukung apabila ada wacana untuk menerbitkan 
regulator bahwa pemilik media pengelola, penyiar, dan wartawan dilarang menjadi pengurus partai 
politik agar tidak merusak konten pemberitaan media. Disamping itu, Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) sebagai pemangku tanggung jawab dalam hal pengawasan media perlu untuk menegakkan 
kewenangannya yang terbilang besar. Langkah ini perlu didorong untuk mencerdaskan masyarakat 
di tengah bergulirnya tahun politik. Sebab, selama ini sanksi yang berlaku tak pernah dilakukan. 
Kalaupun berjalan hanya sebatas sanksi teguran dan pelarangan acara yang bermasalah ditayangkan. 
Sementara sanksi terberat, seperti pencabutan frekuensi, tak pernah diberikan.
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